BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR [0 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 62
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024,
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupas Nomor 62
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2024;/

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun
2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan
Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023,
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyesuaikan Rincian
Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pendapatan dan Belanja;,

bahwa dikarenakan adanya kondisi tertentu yang
menyebabkan perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pergeseran antar
organisasi, pergeseran antar unit organisasi, pergeseran
antar program, pergeseran antar kegiatan, pergeseran
antar sub kegiatan, pergeseran antar kelompok,
pergeseran antar jenis, pergeseran antar objek dalam jenis
yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek
yang sama, pergeseran antar sub rincian objek daiam
rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian dari sub
rincian objek, dan anggaran kas, maka Peraturan Bupati
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2024 periu diadakan perubahan;.”
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2024..~
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Mengingat

1.

UndangUndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1i tetmasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821};/

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); .

. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);.”

. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757); ~

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6896); ~

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340); ~

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); .~

2

v



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(S

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);,”

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);./

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubertiur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6244);/

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);..-

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
ILembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);~
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15);/

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regtonal ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2023
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 29);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 151);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);/

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017
tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau
Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi
Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non
Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1270);./

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

Peratflran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 /2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1334);
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26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.07 /2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);,”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 193}; -

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1342); -~

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka
Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 /PMK.07 /2022
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1319); -

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
WIS .

Peraturan Badan  Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780); ,~
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35.

36.

3%,

38.

30.

40.

41.

42.

43.

44.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana
Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai
melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana
Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai
melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);/

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasioal Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);,~
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
363);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 690);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023
tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis
Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 807); ~

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
856); 4

Peratilran Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024
untuk Penghargaan Kinetrja Tahun Sebelumnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932); .~
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); .-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa,
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1052);,
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45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023
tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1064); ~

46. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2010 Nomor 7); ~

47. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susiinan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Nomor 1);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2021 Nomor 7); /

49. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Nomor 10);_~

S0. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024
Nomor 6);

51. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2023
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
Nomor 19);

52. Peraturan Bupa¥ Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
Nomor 62); /

53. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2024 Nomor 5); -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2024. -
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Pasall

Beberapa ketentuan serta l.ampiran dalam Peraturan Bupati
Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2023 Nomor 62), diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:/

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp2.034.157.957.654,00,{dua triliun
tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima
puluh empat rupiah) yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-l.ain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rpl.745.041.338.434,00,”

(satu triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar empat

puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat

ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar
Rpl.652.448.940.000,00 fsatu triliun enam ratus lima
puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta
sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar
Rp92.592.398.434,00 {Sembilan puluh dua milyar lima
ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan

puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat
rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar

Rpl.652.448.940.000,00/(satu triliun enam ratus lima

puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta

sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. Dana Perimbangan sebesar Rpl1.477.110.594.000,00
(satu tiililun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar
seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh
empat ribu rupiah), bersumber dari:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
sebesar Rp591.167.403.000,00 . (lima ratus
sembilan puluh satu miliar seratus enam puluh
tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah);

8

v



2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umurn (DAU)
sebesar Rp636.210.153.000,00/(enam ratus tiga
puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus
lima puluh tiga ribu rupiah);

3} Dana Transfer KhususDana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik sebesar Rp76.341.057.000,00 (tujuh
puluh enam miliar Wga ratus empat puluh satu
juta lima puluh tujuh ribu rupiah);dan

4) Dana Transfer KhususDana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik sebesar Rp173.391.981.000,00,
{seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus
sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan
puluh satu ribu rupiah).

b. Dana Desa sebesar Rpl68.437.204.000,00. (seratus
enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh
tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah);

c. Insentif Fiskal sebesar Rp6.901.142.000,00, (enam
milyar sembilan ratus satu juta seratus empat puluh
dua ribu rupiah).

(2) Anggaran Pendapatan transfer antar  daerah
Rp92.592.398.434,00/(sembilan puluh dua milyar lima
ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh
delapan ribu empat ratus siga puluh empat rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri
atas:

- Pendapatan bagi hasil pajak sebesar
Rp92.592.398.434,00. {sembilan puluh dua milyar
lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus
sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh
empat rupiah).

4, Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp2.034.157.957.654,00,{dua triliun
tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

S. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.335.784.279.137,00 /(satu triliun tiga ratus tiga
puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta
dua ratus tajuh puluh sembilan ribu seratus siga puluh
tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

9
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b. belanja barang dan jasa; dan
c. belan ja hibah.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp731.328.449.175,00/
(tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua
puluh delapan juta empat ratus empat puluh
sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

{3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b direncanakan sebesar
Rp547.128.196.212,00/(lima ratus empat puluh tujuh
miliar seratus dua puluh delapan juta seratus
sembilan puluh enam ribu dua ratus dua belas
rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp57.327.633.750,00,”
(lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh
juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 11

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 hyruf
b direncanakan sebesar Rp398.858.530.395,00tiga
ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus
lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu
tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri
atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanjamodal peralatan dan mesin,

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan danirigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

{2} Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp7.100.000.000,00/ (tujuh miliar seratus juta
rupiah).

(3) Belanja modal! peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar
Rp37.100.722.111,00/{tiga puluh tujuh miliar seratus
juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus sebelas
rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sehesar
Rpll11.127.557.778,00/(seratus sebelas miliar seratus
dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tuwjuh
ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) buruf d direncanakan sebesar
Rp235.192.560.506,00 “{dua ratus tiga puluh lima
miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus
enam puluh ribu lima ratus enam rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf € direncanakan sebesar
Rp8.337.690.000,00, (delapan miliar tiga ratus tiga
puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu
rupiah).

10
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7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai beiikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar
Rp297.515.148.122,00,{dua ratus sembilan puluh tujuh
miliar lima ratus iima belas juta seratus empat puluh
delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanija bagi hasil; dan
b. belanya bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl3.972.722.222,00 -~
(tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta
tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh

dua rupiah).
(3} Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp283.542.425.900,00/ (dua ratus delapan puluh tiga
miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua
puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

8. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupas
ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2 pric 2024,/

BUPATI MUSI RAWAS,
dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, @  4pHc 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dta
ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR./O

11

el u“"wata Tk. 1
N 11? 13770301 200604 2 006



SESUDAM |

| SBEBELUM
wODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMILAH(Rp) JUMLAH {(Ryg)
1 2 3 4 5
- | =
EEPEl\ﬁ BangasilDdak Dasvah K@ad& 0 19.560 101841 000
5401.01.03 Reshérhitahian Obsh 135601018410 (4} 00 g
Halanja Bagi Hasi Pajak Daerah Kep ada 5 10184100 a.no
540101030001 | po aintahan Bess ¥3.560101841.00 13.560 ] !
| Beiania Bagi Hasil Retribus: Daeiah 0.00
54.0102 Kabupalen/Ket i<epada Pemersniah Desa #1202055 .00 41262066100
Belanja Bag| Hash Renbus! Daeiah 4 1 0.00
54010201 Katupate nKota Kep ada Pemeinteh Oesa Sl 125208100 1
Belanja Bagi He sil Retribus Dasrah 763, 000
54,010401,0008 Kabupate«wKala Kopada Pemenntah Desa 41262078100 4122058100 :
+ e — -
5402 Bela nje Bantwan Keuangan | 273782 817 400,00 283 542.425 980,60 9759 608 580,00
Balanja Bantuan Keuangan Decarah Provins! atau » 759808 500
$40205 KabupatendKoe kepada Desa 273782817.40000 283542423900 00 50000
Belanja Bamuan Keuarngan Khusus Beeieh q
54020502 Provins] 20y KabupatenKets ke C 273782817400.00 . 283542.425.90000 759.668 500 60
Belanja Banwan Keuangen Khusus
5.4.02 0502 0004 Kabupaeen/Kola kapada Desa yang beisumber 186.624.071.000,00 188437204 000.60 1813,133000,00
darii Dana Desa |
Belon)a Bantuan Keuargan Khusus
5402:06.020085 | KabupatenKow kepada Desayan(] Decsumber 107158 746 40000 116105221900,00 7946475.500 00
dar i Akokaal Dana Daca
l Jumlah Belan)a 1.778.830.211054,00 2.034,157.957 B54p0 257.527.746.800,00
Yelal Suiplusi{Defisit) 40 542,347.588,00 40,542 347 .588 00 0,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH |
61 PENERIMAAN PEMBIA.YAAN | 40 542 347 588,00 40542.347 588,00 | 0,00
Sisa Lebih Pertillungan Anggalan Tehun 4 4 34 | 0.00
6.101 Sebelmya 0542347588 00 40.542347 58800
Sisa Dana AkBal Tdak Tercspainyd Capalan
610107 Taigel Kiner)a dan Sisa Dana Pengeluaran 40542347 568,00 4054234758800 000
Pembiayaan
4 Siga Dana Ak:bat Tidak Teicapainya Capaian 00
61010701 Targel Kinena 40542347 58800 40542347 568.00 0,
Jumtah Penerknaan Pembiayaan 40542 347 588 00 40,542.347 588,00 0,00
Pemblayaan Netio 40542247 588,00 40.542.347.58800 | 0.00
- | I
7! Siea Leb|h Pombiayaan Anggaian Baerat Tahun | " 000 0,00

Berk enaan (SILPA)

SIPBNR! - dicetsk pady 282405035 055504

Kab. Musl Rawss, 2 April 2024

Bupats

dto

RATNA MACHMUD

Halarean22



5102 04.010001

51.02.04018003

KODE REKENING

6.1

6.101

610107

€.1D1D7 01

8.1.0107 010001

Belanja Perjalanan Oinas
Biasa

B¢lanja Pedalansn Dinas
Dalam Kota

URAIAN

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAIS

Ska Lablh Parhliungan Anggaran
Tshun Sebehmnya

SsaDana Akbat Tidak
Tarcapanya Capaian Target Khetja
dan Sisa Oana Pengeluaran
Pemb igyaan

Saa Dang Akdal Tdek
Tercapamya Caparan Tadet Kiwefja

Siga Dana Akibal TiHak
Tescapainya Cepaisn Target Kineijs

SImD R dietak pada 2424°04.09 0657 48

35000.000 00 35000000,00 000
400000000 4000000.00 000
PEMBIAYAAN DAERAH
SEBELUM SESUDAN
PERUBANAN PERUBAHAN ngg::‘sg'}"; 3 ES:G:
JUMLAH{RD) JUMLAH (Rp) 9
40542.347.588.00 40,542 347.588,00 000
40542.347.58800 40542347 588 00 0.00
40542347 588 00 40542347.583 00 0,00
40.542.347 588 09 40.54234758300 000
40542347.58880 40.542347583.00 0.00
Kab. Musi Rawss. 2 Aprll 2024
Bupadi
dto
RATNA MACHMUD
Halaman 10654



SEAELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA PERGESERAN PERGESERAN SELISIH {Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH(RpP)
JiPoimpes Wailsongo F
31 FKUB Trkoyo Tugumulyo §0.000000.00 £0.008.000.00 0.90
JUMLAH HIBAH PADA S8 KEGIATAN 50.000.000,00 50 .000.000,00 0,00
Pelaksanaan Kebljakan di Bldang Kewasapadaan Dini, Kerja Sama intalijen, Permantauan
Orang Asing, Tenaga Kerfa As ing dan Lembaga Aslng, Kewaspadaan Perbadasan antar
Negara, Fasilitazi Kelembagaan 8idang Kewaspataan, serta Penanganan Konflik di
Daersbh
32 POLRES Must Rawas 6458720 750.00 6459 720.750.00 0.00
JI Garuda Rt 01
Kel.¥].indah
KK) Kodirmn 0406 MM ke, ubukingoau $260000 000,00 126000006000 0,00
barat| Lubuktnggau
JUM{ AH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 7.71$.720.750,00 7.719.720.750,00 000
JUMLAH HIBAH PADA SKFPD Badan Kesatuan Bangza dan Pollfik 40860.433.750,00 40868 432.750,00 0,00

SIPD & - diceiok pada 2024.84-82 G657 29

Bupati

dto

RATNA MACHMUD

Kab. M sl Rawas, 2 April 2024

Halaman 5



Lamptan tlib® Peraiuren Kepals Daerah
Nomeor ; $0 Tehan 2024
Tanggal: 2 Aprdd 2024

Hideh Berpa Racany/ asa KABUPATEN MUSIRAWAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI|I HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

TAHUN ANGGARAN 2024
SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK PERGESERAN PERGESERAN SELISiIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
DATALAPORANKOSONG

Kab. MusiRawas, 2 April 2024

Bupat

dto

RATNA MACHMUD

SIHDGRL  dicolak pada Z024-04-03 065722 Malaman 1



Ra9lHast! Pgak xapada Pemerintah Kabupaten

NO NAMA PENERINMA

SIPORI : dicermk p3ds 2024.04-03 06 56541

KABUPATEN MUSI RAWAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

SEBELUM
ALAMAT PENERIMA PERGESERAN
JUMLAH (Rp)

DATA LAPORAN KOSONG

Lampiran Via: Psraturan Kepala Daerah
Nomeor : 10 Tahun 2024
Tang#sal: 2 April 2024

SESUDAH
PERGESERAN
JUMLAH(Rp)

Kab. Must Rawas, 2 Aprli2024

Bupati

dto

RATNA MACHMUD

SELISIH (Rp)

Hzlaman 1



lampiran Vb : Peraturan Kepae Daerah
Nomor : 20 Tarhun 2024
Tanggal : 2 Aprit 2024

Bentuan Sos kel Berupa Barang/Jase KABUPATEN MUSI RAWAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SQSIAL

TAHUN ANGGARAN 2024
SEBELUM SESLUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH(Rp) JUMLAH (Rp)

DATA LAPORAN KOSONG

Kab. Musl Rawas. 2 Aprll 2024

Bupati

dto

RATNA MACHMUD

SIPDRI . dicetsk £ads-2024-04-03 0€ 57 08 HeEmarn 1



Lampian Va: Pesraturan Kepale Oaerah
Nomor 10 Tebhun 2024
Ta}gal : 2 At 2024

Bantuan Keuangan Umim KABUPATEN MUSI RAWAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI|I BANTUAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 29024
1 | SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
| JUMLAH(Rp} JUMLAH (Rp)

| DATA LAPORAN KDSONG

Kab. Mu si Rawes, 2 April 2024

Bupat

dto

RATNA MACHMUD

SIPDRI | dicetak pada 22481403 06.57 49 Haiaman 1



SEGELUMPERGESERAN EEBUGAM PERGESCRAN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENBRIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH @p) SELBM(Rp)

55 Mhiara Bsét Baru 568871850 00 553.871050,00 L |
66 Msgeng Sekh Il 636.791950 00 €387910850.00 "~ 000
57  MensResm| 857 471.650,00 532 471.950.00 000
Megang Sakt H 601 831.8%000 §61831950.00 0.00

Map3ang Sskb V 58551185000 585.511.65000 000

Jejeran Bary ©65.181.650,00 865191850 00 0,00
361 BumiAgung 50583165000 || 505991.850,00 o,uol
1582 SumbarRejo 665 19185000  665.19185000 0.00
383 Sure 885 1919850,00 | £06.191 850,00 0.00
¢« RepSai 55687105000 | 558671589 00 0 uoI
85 MSorSan 585511850,00 | 585 511850 00 0 uo'|
Iaoc Tanah Periuk 58551195000 | 58551185000 000
7 KatuanJaye 565511.850,00 | 585511850,00 0.00

8 Camnpucsan S 566 511950.00 | 585511.850,00 000/
Foe Surcded 56551195000 | 585511850 00 0.00
370 Stkowamo 55687195000 | $50871850,00 0,00
371 TegaiRep 56551185000 | 58551195000 000
372 MO 55887195000 5388713:5000 000
379 SugdWeies 55987165000 556871950 00 0,00
374 Keldarung $58.874.950.00 558 871950.00 0,00
375 Wwdodo T 88518 950 80 86519195000 000

B JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA 8UB KEGIATAN 273.782.817.400.00 289,542 425.90000 9759.508.500,00
JUMLAH BANYUAN KEUANGAN PADAEKPOD Ba dx Perigelols Keusngsn den Asst Daesain 273.78281740000 |  283.642 426.80000 9.753.808.000.00
Kab. Musi Rawas, 2 April 2024
Bupat
dto
RATNA MACKMUD
SIPDR! oseloh patle J0%4-0¢ 03 #AIE 30 Maklmon 16



BaglHasH Pajak kepada Pemeuntah Kabupalen

KABUPATEN MUSI RAWAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

Wamphan Via | Peraturan Kepala Daerah
Nomar: 10 Tahun 2024
Tenggtd : 2 Aprl12024

TAHUN ANGGARAN 2024
SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERINIA ALAMAT PENERIMA PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH(Rp}) JUMLAH (Rp)

SIFR-Rt doetak pada 2024-04.03 08 56:41

DATA LAPORAN KOSONG

Kab. Musi Rawas, 2 Aprll 2024

Bupati

dto

RATNA MACHMUD

Ha@nan 1



Bagi Has |l Pajak kapada Pemarintah Keta

KABUPATEN MUSI RAWAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

I2ampiran VIb . Peraturan Kepala Daerah

NO NAMA PENERIMA

TAHUN ANGGARAN 2024
SEHBELUM
ALAMAT PENERIMA PERGESERAN
JUMLAH(Rp)

DATA LAPORAN KOSONG

PERGESERAN

SESUDAM
JUMLAH {Rp}

SIPDRI : dicelak pasdta 2024.040308456.33

Kab. Musi Rawas. 2 April 2024

Bupati

dto

RATNA MACHMUD

Nomorz 10 Tahun 2024
Tenggai : 2 April 2024

‘ SELISIK (Rp)

Hatsrnan 1



Lampian Vic: Paraturan Kepala Dasrah
Nomwor : 10 Tghun 2024
Tanggal: 2 Apni 2024

Ball Hagil Pajak kepada Pemennlah Oesa KABUPATEN MUSI{ RAWAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGIHASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2024
SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA PERGESERAN PERGESERAN SELiSIH (Rp)
JUMLAH (Rp} JUMLAH (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Dana bagl Hasii Kabupaten/Xota
1 Widodo 13.560.101.64 100 13560.101.84100 08¢
2 Widedo 412.620.581.00 412620.584.00 o 0 OE
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINT AH DESA PADA S1B XEGIATA! 13972.722222,00 13.972.722222,00 0.00
JUMLAH BELANJA 8AGI H_ASIL_P/UAK DAER_AH- KaDA PE;IERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelola Keuangar( 1397272222200 13972.72222200 0.00

dan Aset Daerah |

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto

RATNA MACHMUD

SiPD®! ; dicelsk pads 202484 03 D8 56.24 Halaman 1



Lemplran VI, Peraturan Kepaia Daerah
Nomor. 10 Tanggal - 2 April 2024

KABUPATEN MUS| RAWAS

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

XODE URAIAN APBD(RP)

DATALAPORAN KOSONG

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024
Bupati

dto

RATNA MACHMUD



|ampirars X! Peraturan Kepala Daerah
Nomor 10 Tangye | 2 Aprll 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK; JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SuB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN |' AFBD {Rg) |
DATA LAPORAN KOSONG |

Kab. Mus| Rawas, 2 Aprit 2024
Bupsti

dto

RATNAMACHMUD



